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KATA PENGANTAR

Puyji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah
SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 —2024. Rencana Strategis
ini memuat visi dan misi Kabupaten Kubu Raya, visi dan misi Badan
Koordinasi Penanaman Modal serta visi dan misi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Barat. Dari visi dan
misi tersebut dijabarakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis ini masih jauh
dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari
semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik
yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan
selanjutnya. Rencana Strategis ini merupakan Rencana Strategis
Perubahan ke dua karena menyesuaikan adanya penyempurnaan
kelembagaan, regulasi terkait program dan kegiatan serta indikator
utama bidang penanaman modal.

Harapan kami Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 -
2024 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya, yang pada
akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Kabupaten
Kubu Raya ”Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia,

Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”.

Sungai Raya, 1® Februari 2022
Kepala Dings-Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpady Satu Pty Kabupaten Kubu Raya
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka
pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya disusun sebagai Dokumen Perencanaan
Pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan,
Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang mengacu pada tugas pokok
dan fungsi yang diselaraskan dengan program prioritas di dalam RPJMD
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 yang mana RPJMD Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 memuat Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah.

Rencana Strategis SKPD mempunyai kedudukan yang strategis
yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat
daerah (SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk
mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra
sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan,
mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program
dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Dengan tersusunnya
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kubu Raya ini dharapkan dapat memberikan landasan
kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang digunakan sebagai
pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam rangka mewujudkan

Visi dan Misi.



1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renstra Perubahan Tahun 2019-2024, adalah
sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal
18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana
Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai
Bencana Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
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Tata Cara Evalusi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunam Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Nomor 8);
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 43);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor
2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun
2009 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu
Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun
2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya
Nomor 82);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 43);
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu
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Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kubu Raya Nomor S5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76);

31. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 72 Tahun 2021 tentang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kubu Raya (Lembar Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor
72);

1.3 Maksud Dan Tujuan
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 disusun sebagai

bahan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun

Rencana Kerja (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan penentuan

program dan kegiatan tahunan SKPD yang akan dibahas dalam rangkaian

forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang.
Berdasarkan pertimbangan ini, maka Rencana Strategis Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu

Raya Tahun 2019 - 2024 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran satuan kerja
perangkat daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan
tahunan yang akan dibiayai dari APBD dan sumber pembiayaan APBN.

2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan
evaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang
dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah
kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan
Visi dan Misi SKPD.

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai tujuan
dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah
dan terukur.

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai
arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam

rentang waktu lima tahun kedepan.

Bab [ 6
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Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu
Raya Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran
satuan kerja perangkat daerah.

2. Sebagai bahan rujukan dalam penyusunan anggaran satuan kerja
perangkat daerah.

3. Meningkatkan Iklim wusaha di Bidang penanaman modal guna
meningkatkan realisasi investasi berbasis lingkungan;

4. Peningkatan pelayanan di Bidang penanaman modal berbasis IT
(Informasi Teknologi);

5. Meningkatkan pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan
serta pengendalian penanaman modal guna meningkatkan investasi;

6. Meningkatkan kompetensi aparatur DPMPTSP guna meningkatkan

Good Govermenance dan Clear Governance.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 —
2024 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

Bab [ 7
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3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra
Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Startegis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tuyjuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat
Daerah
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT

DAERAH

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 72 Tahun

2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya disebutkan bahwa Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan

dasar, di Bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kubu Raya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja di Bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

2. Perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan
pemerintah serta pelayanan umum di Bidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu,;

Penyelenggaraan administrasi Dinas;

Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di Bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

Pembinaan unit teknis Dinas;

Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
urusan pemerintah di Bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu; dan

8. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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Berikut tugas dan fungsi dari struktur organisasi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kubu Raya yaitu :

A. Kepala Dinas
1. Tugas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas

memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina,

mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan
melaksanakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan

Bupati dan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

a. Perumusan dan penetapan sasaran strategis Dinas;

b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas;

c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-
bidang Dinas;

d. Pengarahan pelaksanaan program kerja Dinas;

e. Pengoordinasian penyelenggaraan program bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

f.  Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan urusan pemerintah bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat
1. Tugas
Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
penyelenggaraan tugas di Bidang rencana kerja dan
keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan
umum.
2.  Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,
sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perencanaan dan penyusunan program operasional

kerja di Dinas;
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b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan
dan mengatur penyelenggaraan tugas di Dinas sesuai
lingkup tugasnya;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang
rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan
kepegawaian, serta perlengkapan dan umum;

d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan
pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pengendalian kegiatan di Dinas;

f.  Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas di Dinas; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan
Kepegawaian, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
1. Tugas
Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan
pelaksanaan tugas tata usaha dan kepegawaian.
2. Fungsi

a. Perencanaan dan penyusunan program, kegiatan
Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah
bidang tata usaha dan kepegawaian;

c. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan
bahan perumusan kebijakan pembinaan
penyelenggaran tugas tata usaha dan kepegawaian;

d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di
Bidang tata usaha dan kepegawaian;

e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha
dan kepegawaian; dan

f.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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C. Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi
1. Tugas

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,

pembinaan dan penyelenggaraan tugas di Bidang

perencanaan dan kebijakan penanaman modal, serta
promosi.
2.  Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,

Kepala Bidang Pengembangan dan promosi mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. Perencanaan dan penyusunan program operasional
kerja di Bidang Pengembangan dan Promosi;

b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan
dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang
pengembangan dan promosi sesuan lingkup tugasnya;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang
perencanaan dan kebijakan penanaman modal, serta
promosi;

d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan
pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pengendaian kegiatan di Bidang pengembangan dan
promosi;

f.  Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas di Bidang pengembangan dan
promosi, dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Kepala Bidang Pengendalian Penanaman, Informasi dan
Pengaduan.
1. Tugas
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,
pembinaan dan penyelenggaraan tugas di Bidang
pengendalian penanaman modal, serta pelayanan informasi

dan pengaduan.
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2.  Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,

Kepala Bidang Pengendalian, Informasi dan Pengaduan

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perencanaan dan penyusunan program operasional
kerja di Bidang Pengendalian, Informasi dan
Pengaduan;

b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan
dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang
Pengendalian, Informasi dan Pengaduan sesuai lingkup
tugasnya;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang
pengendalian penanaman modal, informasi dan
pengaduan;

d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan
pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pengendalian kegiatan di Bidang Pengendalian,
Informasi dan Pengaduan;

f.  Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian, Informasi
dan Pengaduan; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasn sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I

1. Tugas
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,
pembinaan dan penyelenggaraan tugas di Bidang perizinan
dan nonperizinan urusan 1 wilayah 1, serta perizinan dan
nonperizianan urusan 2 wilayah 1.

2.  Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,
Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. Perencanaan dan penyusunan program operasional

kerja di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Wilayah 1;
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b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan
dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang
Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I sesuai lingkup
tugasnya;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang
Perizinan dan Nonperizinan Urusan 1 Wilayah 1, serta
Perizinan dan Nonperizinan Urusan 2 Wilaya 1;

d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan
pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pengendalian kegiatan di Bidang Perizinan dan
Nonperizinan Wilayah 1;

f.  Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas di Bidang Perizinan dan
Nonperizinan Wilayah 1; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

F. Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan Wilayah II
1. Tugas

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,

pembinaan dan penyelenggaraan tugas di Bidang perizinan

dan nonperizinan urusan 1 wilayah II, serta perizinan dan

nonperizianan urusan 2 wilayah II.

2.  Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,

Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. Perencanaan dan penyusunan program operasional
kerja di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Wilayah 1;

b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan
dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang
Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I sesuai lingkup
tugasnya;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang
Perizinan dan Nonperizinan Urusan 1 Wilayah 1, serta
Perizinan dan Nonperizinan Urusan 2 Wilaya 1;

d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan

pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
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e. Pengendalian kegiatan di Bidang Perizinan dan
Nonperizinan Wilayah 1;

f.  Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas di Bidang Perizinan dan
Nonperizinan Wilayah 1; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
1. Tugas:
Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah

kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

H. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kelompok Jabatan Funsional terdiri dari sejumlah pegawai
Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional
tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu,;

b. Jabatan fungsional dikoordinir oleh Pejabat Fungsional
senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala dinas;

c. Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan
fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan

kebutuhan melalui analisis jabatan.

2.1.2 Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub
Bagian yaitu:
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian,;
Bidang Pengembangan dan Promosi,
Bidang Pengendalian, Informasi dan Pengaduan,

Bidang Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I,

S

Bidang Perizinan dan Nonperizinan Wilayah II, Seksi Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Urusan 2 Wilayah II;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
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8. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat

pada bagan berikut ini :
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Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kubu Raya
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2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan pencapaian kinerja urusan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas Sumber Daya
Manusia yang tersedia dan saling mendukung di dalam melaksanakan
program dan kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.

Jumlah PNS di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya sebanyak 24 orang. Jumlah PNS di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya
Kabupaten Kubu Raya yang dirinci berdasarkan golongan, pendidikan dan

jenis kelamin dapat dilihat pada di bawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya

berdasarkan Golongan Tahun 2021

1 |Eselon II 1 1

2 | Eselon III 4|1 S

3 | Eselon IV 6|32 11
Fungsinal

4 1142 7
Umum

Jumlah 1142|6362 24
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP KKR Tahun 2021

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya
berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2019

1 | Eselon II 1 1
2 | Eselon III 1 5
3 | Eselon IV 7 11
4 | Fungsinal Umum 1 4 2 7
Jumlah 1 4 9 9 24
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP KKR Tahun 2021
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Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya

berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

1 | Eselon II 0 1 1
2 | Eselon III 5 0 5
3 | Eselon IV 4 7 11
4 | Fungsional Umum 1 6 7
Jumlah 10 14 24
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP KKR Tahun 2021

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 72
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya
Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu terdapat 19 (sembilan belas) bidang dengan 81 (depalan puluh satu)
jenis perizinan dan nonperizinan baik yang melalui Online Single
Submission (OSS), SIMBG atau melalui SIMYANDU/SICANTIK/Sistem
lainnya yaitu :
Bidang Pendidikan
Bidang Kesehatan
Bidang Lingkungan
Bidang Kebudayaan
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bidang Tenaga Kerja
Bidang Perdagangan

Bidang Perindustrian

0 P N o R Wb

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

—_
©

Bidang Perhubungan

—_
—_

Bidang Peternakan
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12. Bidang Pertanian

13. Bidang Pariwisata

14. Bidang Pendapatan Pajak Daerah
15. Bidang Perikanan

16. Bidang Pekebunan

17. Bidang Kewaspadaan

18. Bidang Tata Ruang

19. Bidang Penanaman Modal
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Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya

(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (12) (13) (14) (15) (16) 7) (18) (19) (20)
1. | Jumlah Investor Berskala 237 PMDN  |249 PMDN |262 PMDN [276 PMDN |290 PMDN 227 PMDN 361 PMDN 374 PMDN 386 PMDN 184 PMDN 95,78 % (144,98 |142,75 |139,86 |63,45%
Nasional (PMDN/ PMA) dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan % % % dan 85 %
18 PMA 18 PMA 19 PMA 19 PMA 20 PMA 20 PMA 21 PMA 21 PMA 21 PMA 17 PMA 111,11 |dan dan dan
% 116,67 |110,53 (110,53
% % %
2. | Jumlah Nilai Investasi 3.486.851.231 [4.016.235.877 [4.625.993.353 [5.328.326.114 |6.137.289.228 |5.742.490.526  |8.010.306.710 [9.616.326.857 [10.312.253.35 [11.212.664.109 |164,68 |199,45 (201,91 [193,54 [182,70%
Berskala Nasional (PMDN/ 878 407 402 .037 .193 .896,62 .280,36 463,32 463,32 .850,00 % % % %
PMA)
Jumlah tambahan investasi 2.012.700.274 1844.934.895 1.604.020.147  [972.093.450 794.862.800
per tahun .691,00 .304,00 .183,11 .000,00 .000,00
3. | Jumlah Izin Keluar 2.750 izin 3.000 izin 2.200 izin 2.400 izin 2.600 izin 3.491 izin 3.662 izin 2.342 izin 2.428 izin 3215 izin 126,94 |122,07 |106,45 [101,17 |120,19%
% % % %
4. | Lama Proses Perizinan 14 hari kerja |14 hari kerja |14 hari kerja |14 hari kerja (14 hari kerja |20,76 hari 20,68 hari - - - 50,78 % (51,71 % |- - -
kerja kerja
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Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata - rata
eai Anggaran pada Tahun ke - Realisasi pada Tahun ke - Tahun ke - Pertumbuhan
raian
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggar Realisasi
2015 | 2016 | 2017 | 2018 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 an calisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
701.3 649.7 794.0 800.645 836.874 654.4 625.8 768.7 785.9 805.845 93 26 26 o8 96
Program administrasi 10. 79. 12. . . 63. 73. 12. 51. . 4.52% 5.34%
erkantoran Db PRI
P o 925 100 500 850 834 143 438 160 713 32 32 81 16 29
Penyediaan jasa surat 2:000. 1 100.00 | 100.00 4 00 | 100.000 | 23493 | 90.640 0 | 93.500 o| 11,75 | 90,64 0 93,5 o| -52,71% N/A
menyurat 000 0 0 0
Penyediaan jasa komunikasi, 49.000 | 36.440 | 299.98 261.818. 232.000. 34.163 | 34.463 | 295.54 | 258.29 230.824. o o
sumber daya air dan listrik .000 .000 5.100 500 000 877 .103 5.496 8.383 670 69,72 94,57 98,52 98,66 99,49 47,51% 61,22%
Penyediaan jasa pemeliharaan 4.300. | 2.900.30 | 1.850.00 2.989. 2.900. 1.807.00
dan perizinan kendaraan 0 0 000 0 0 0 0 300 300 0 N/A N/A 69,52 100 97,68 N/A N/A
Penyediaan jasa administrasi 8.000. 7.998. 8.029. 7.129.50 61.885.5 7.998. 7.921. 7.953. 7.129. 61.809.0 o o
keuangan 000 000 500 0 00 000 500 000 500 00 | 9998 9904 99,05 100 | 99,88 | 66,77% 66,73%
Penyediaan jasa kebersihan 11.400 | 11.400 | 17.017 | 9.000.00 | 90.228.5 | 11.400 | 11.400 | 16.936 8.990. | 90.044.5 o o
kantor .000 .000 .900 0 00 .000 .000 .000 100 00 100 100 99,52 99,89 99,8 67,73% 67,64%
. . 74.910 | 91.085 101.46 80.000.0 | 90.000.0 | 74.075 | 90.543 101.35 | 79.897 89.282.5
Penyediaan alat tulis kantor 000 000 6.500 00 00 000 1000 7.000 500 00 98,89 99,4 99,89 99,87 99,2 4,69% 4,78%
Penyediaan barang cetakan 283.43 258.14 | 65.510 74.300.0 60.830.0 271.98 245.49 | 62.237 | 74.100 60.464.5 ~ o ~ o
dan penggandaan 5.000 0.000 .000 00 00 9.500 9.100 .000 .000 00 95,96 95,1 95 99,73 99,4 31,94% 31,33%
Penyediaan bahan bacaan
6.000. 3.840. 2.880. 2.960.00 | 3.180.00 6.000. 3.840. 2.880. 2.960. 3.180.00
peraturan perundang- 100 100 100 100 100 -14,68% -14,68%
undanean 000 000 000 0 0 000 000 000 000 0
Penyediaan makanan dan 50.000 | 31.790 | 40.000 52.000.0 | 52.000.0 | 49.995 | 31.790 | 39.940 | 51.680 51.980.0
minuman 1000 .000 .000 00 00 1000 .000 1000 .000 o0 | 9999 100 | 99,85 [ 99,38 | 99,96 0,99% 0,98%
Rapat-rapat koordinasi dan 87.825 | 69.987 100.83 153.404. 207.450. 70.109 62.933 | 89.459 143.30 179.103. o o
konsultasi ke luar daerah 000 | 925 | 8.100 700 850 | 232 | 300 | 642 | 1.877 s43 [ 7983 8992 88721 93411 8634 23,97% 26,42%
Rapat-rapat koordinasi dan 12.500 6.309. 12.500 | 36.432.5 | 37.350.0 12.333 6.306. 10.638 | 36.000 37.350.0
konsultasi ke dalam daerah .000 000 .000 00 00 .000 000 .000 .000 00 98,66 99,95 85,1 98,81 100 31,48% 31,92%
Penyediaan jasa pendukung
. p N 96.240 116.64 134.40 120.600. 96.165 116.64 132.60 120.60 - o
administrasi/teknis 000 0.000 0.000 000 0 450 0.000 0.000 0.000 0 99,92 100 98,66 100 N/A 100,00% -100,00%
perkantoran
Penyusunan standar 20.000 16.050 6.985. 19.999 14.446 6.177.
operasional prosedur (SOP) .000 .000 000 0 0 825 500 000 0 0 100 | 90,01 f 8843 N/A N/A N/A N/A
q 567.9 184.1 224.1 555.2 177.5 220.2 290.8
Program peningkatan sarana 60.00 | 02.86 | 34.00 | 292480 | 225.800 | g0 . | 4880 | 82.32 | 93.19 | 218500 97,8 96,4 98,3 99,5 96,8 | -20,59% -20,80%
dan prasarana aparatur .000 .000 .454
0 6 0 0 4 2 0
Pengadaan kendaraan 68.000 63.240
dinas/operasional .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 93 N/A N/A N/A N/A N/A N/A




Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata - rata
Uead Anggaran pada Tahun ke - Realisasi pada Tahun ke - Tahun ke - Pertumbuhan
raian
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggar Realicasi
2015 | 2016 | 2017 | 2018 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 an ealisas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pengadaan perlengkapan 208.10 | 29.000 | 27.000 8.550.00 30.224.0 205.00 | 27.900 | 25.900 8.450. 29.507.0 ~ o ~ o
gedung kantor 0.000 .000 .000 0 00 0.000 .000 .000 000 00 98,51 96,21 95,93 98,83 97,63 38,27% 38,41%
Pengadaan peralatan gedung 124.96 | 28.450 | 64.510 182.295. | 90.020.0 123.70 | 24.925 | 62.500 | 181.65 | 84.621.2 B o ~ o
kantor 0.000 .000 .000 000 00 5.000 .000 .000 0.000 60 99 87,61 96,88 99,65 o4 7.87% 9,06%
32.400 | 13.200 1.500. 32.200 | 11.700 1.500.
Pengadaan mebeleur 000 000 000 0 0 000 000 000 0 0 99,38 88,64 100 N/A N/A N/A N/A
Pemeliharaan rutin/berkala 30.000 | 27.481 30.000 12.000.0 2.806.00 29.802 | 27.481 29.730 11.947 2.806.00 ~ o _ o
gedung kantor .000 .000 .000 00 0 .000 .000 .000 .000 0 99,34 100 99,1 99,56 100 44,70% 44,61%
Pemeliharaan rutin/berkala 62.500 | 43.525 | 42.500 40.000.0 40.000.0 60.234 | 43.462 42.326 | 39.688 39.705.9 ~ o _ o
kendaraan dinas/operasional .000 .366 .000 00 00 .900 .894 .822 .190 68 96,38 99,86 99,59 99,22 99,26 10,56% 9,89%
Pemeliharaan rutin/berkala 17.000 | 28.347 | 40.000 | 34.635.0 | 39.750.0 16.938 | 28.080 | 39.741 | 34.214 | 38.910.2 o o
perlengkapan gedung kantor .000 .000 .000 00 00 .700 .000 .500 .000 26 99,64 99,06 99,35 98,78 97,89 23,66% 23,11%
Pemeliharaan rutin/berkala 25.000 14.099 18.624 15.000.0 23.000.0 24.168 14.000 18.584 14.944 22.950.0 ~ o ~ o
komputer .000 .500 .000 00 00 .000 .000 .000 .000 00 96,67 99,29 99,79 99,63 99,78 2,06% 1,28%
Program peningkatan disiplin 28.82 30.00 46.620. 28.60 29.91 46.620.
aparatur 0.000 0.000 2 2 000 0.000 6.000 e 2 000 g2 e/ LIS LIS LBy LIS LIS
Pengadaan pakaian dinas 22.000 | 30.000 46.620.0 | 21.780 | 29.916 46.620.0
beserta perlengkapannya .000 .000 0 0 00 .000 .000 0 0 00 99 99,72 N/A N/A 100 N/A N/A
Pengadaan pakaian olahraga 6'802006 0] 0 0 0 6'802000' 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Program peningkatan sumber 80.00 33.64 30.95 82.285. 50.025. 55.28 33.64 29.58 79.72 48.710. : s : o
daya aparatur 0.000 3.479 5.000 000 000 7.925 3.479 4.000 1.199 753 e LY e 202 s e SO
Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang- 75'888 32'233 18'%28 77'6900'8 50'02568 50.%23 32'228 17'883 75'?33 48'7105'2 67,05 100 93,38 96,83 97,37 -9,63% -0,79%
undangan i ) i i ) i )
Penyusunan evaluasi jabatan 5.000. 1.289. 6.630. | 4.595.00 4.999. 1.289. 6.516. 4.492. - o
SKPD 000 800 000 0 0 925 800 000 000 0 100 100 [ 98,28 | 97,76 N/A L 100,00% | ~100,00%
Penyusunan analisis jabatan 0 0 6'004050‘ (0] 0 0 0 5'909096 0 0 N/A N/A 99,24 N/A N/A N/A N/A
Program peningkatan
pengembangan sistem 72.50 61.25 42.91 36.422. 40.862. 60.66 61.23 40.76 33.58 38.468. _ O _ o
pelaporan capaian kinerja 0.000 8.275 2.000 500 500 2.525 8.275 5.500 5.500 500 83,7 100 95 g 94,1 13,35% 10,76%
dan keuangan
Penyusunan laporan capaian
: . . . . A 7.500. 7.227. 8.229. 7.640.00 7.625.00 7.499. 7.227. 8.031. 7.184. 7.017.00
k!ner]_a dan ikhtisar realisasi 000 275 000 0 0 805 275 000 000 0 100 100 97,59 94,03 92,03 0,41% -1,65%
kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan 15.000 | 11.713 4.810. | 4.047.50 | 4.462.50 9.654. 11.713 4.660. 3.472. | 4.462.50
keuangan semester 1000 1500 000 0 0 800 500 000 500 o| o437 100 [ 96,88 [ 85,79 100 [ -26,15% -17,55%
Penyusunan pelaporan akhir 25.000 18.491 8.298. 7.925.00 8.260.00 24.450 18.491 8.098. 7.361. 7.709.00 o o
tahun 000 [ .000 000 0 o| 000| ooo 000 000 of 978 100 97,59 | 92,88 | 9333 | -24,18% “25,07%




Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata - rata
Uead Anggaran pada Tahun ke - Realisasi pada Tahun ke - Tahun ke - Pertumbuhan
raian
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggar Realicasi
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 an catisas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penyusunan rencana kerja, 5.000. | 9.170.00 | 12.890.0 4.306. 8.441. 12.130.0
RKA, DPA dan DPPA 0 0 000 0 00 0 0 000 000 00 N/A N/A 86,12 92,05 o1 N/A N/A
Penyusunan standar pelayanan 10.000 | 10.396 7.690. 9.607. | 10.376 6.935.
minimal (SPM) .000 .000 000 0 0 900 .000 500 0 0 96,08 99,81 90,19 N/A N/A N/A N/A
Penyusunan laporan
penyelenggaraan pemerintah
daerah (LPPD) dan laporan 8.885. | 7.640.00 | 7.625.00 8.735. 7.127. | 7.150.00
keterangan 0 0 000 0 0 0 0 000 000 0 N/A N/A 98,31 93,29 93,77 N/A N/A
pertanggungjawaban (LKPJ)
SKPD
Penyusunan laporan
penyelenggaraan pemerintah 15'888 13.45188 0 0 0 9'405006 13';88 0 0 0 63 100 N/A N/A N/A N/A N/A
daerah (LPPD) : ’ ’
Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip (] ;463(5) (])-oogg 10'605:6 23'3(:)& (V] ;4033 30082 (lioogg 22'957224'_ N/A 100 100 100 98,6 N/A N/A
daerah : : : . :
Pendataan dan penataan 14.350 | 10.650 10.650.0 | 23.300.0 14.350 | 10.650 | 10.650 | 22.972.5
dokumen/arsip daerah 0 .000 .000 00 00 0 .000 .000 .000 24 N/A 100 100 100 98,59 N/A N/A
Program peningkatan dan
10.00 25.19 44.19 13.808. 68.835. | 7.500. 23.99 41.85 12.05 68.109. o o
pengembangan pengelolaan 0.000 | 6.000 | 5.000 262 000 000 [ 9.700 | 6.900 | 5.762 407 7] 953 47| 873 99 | 61,98% 73,59%
keuangan daerah
Peningkatan kapasitas 15.196 | 34.580 9.623.26 | 38.200.0 15.196 | 34.480 9.623. 38.173.4
pengelolaan keuangan SKPD 0 .000 .000 2 00 0 .000 .900 262 07 N/A 100 99,71 100 99,93 N/A N/A
Fasilitasi Penataan aset pada 10.000 | 10.000 | 9.615. | 4.185.00 | 30.635.0 7.500. 8.803. 7.376. 2.432. | 29.936.0 o o
SKPD .000 .000 000 0 00 000 700 000 500 00 75 88,04 76,71 58,12 97,72 32,30% 41,35%
Program penyiapan potensi 240.0 258.1 235.6 246.0 106.5
sumberdaya, sarana dan 00.00 70.00 il Bl l Bl bt ) 11.12 82.80 71.14 58.00 DRLeES 98,2 95,3 94,9 99,9 98,1 -9,53% -9,55%
0.000 .000 .000 6.950 .500
prasarana daerah o o 5 0 o
Pemeliharaan sistem informasi
terhadap layanan publik 0 34'888 75'888 106'700(?6 160'708056 0 34'8(9)(5) 71';:8 12%8(5) 157'658026 N/A 100 94,86 99,87 98,07 N/A N/A
berbasis WEB ’ : ’ : ’
Sistem manajemen mutu 40.000 | 223.77 36.239 | 211.68
(SMM) ISO 9001 ; 2008 .000 5.000 0 0 0 .500 7.800 0 0 0 90,6 94,6 N/A N/A N/A N/A N/A
Penyusunan sistem informasi 200.00 199.37
terhadap layanan publik 0 0'00 0 0 0 0 1 625 0 0 0 0 99,69 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
berbasis WEB : :
882.4 604.4 752.4 850.4 603.9 729.2 488.0
fs Ersngee avan Al 00.00 | 40.83 | 14.00 | 497212 | 741775 | ;33| 4005 | s55.10 | 28.90 | 019954 | o964 | o900 | o969 | 982 | s835| -425% -7,63%
Perizinan 0 0 0 .000 .000 2 4 0 5 972




Foncana ff/‘df&f/:f / /@4&’1/‘/44/
Dinas Penananan Modal Dan Pe%z/awr 75/4/41/« Satu Fitu /fa/ayaz‘wz Aubu /@ya / DFMP, 73%7/ Takan 2079 - 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Fasilitasi dan sosialisasi 75.000 | 65.139 | 175.00 | 51.350.0 | 117.880. | 74.618 | 65.038 | 170.44 | 51.249 | 116.360. o o
peraturan perizinan .000 .875 0.000 00 000 .604 .875 1.500 .500 000 99,49 99,84 97,4 99,8 98,71 11,97% 11,75%
Pengkajian dan pengembangan 50.000 | 42.836 | 35.250 | 37.050.0 | 70.295.0 | 49.969 | 42.836 | 32.301 | 36.966 | 67.603.7 o o
perizinan dan non perizinan .000 425 .000 00 00 400 .325 .600 .900 72 99,94 100 91,64 99,78 96,17 8,89% 7,85%
Penanganan pengaduan kinerja | 50.000 | 34.464 | 33.260 | 29.812.0 | 49.275.0 | 45.878 | 34.464 | 32.335 | 29.812 | 46.275.0 . o o
(PTSP) .000 .900 .000 00 00 775 725 .000 .000 00 91,76 100 97,22 100 93,91 0,36% 0,22%
Peningkatan pelaksanaan
pelayanan perizinan dan non 118.54 | 101.800. | 130.450 117.14 | 100.80 | 113.590
perizinan kebudayaan, 0 0] 5.000 000 000 0 0 9.800 9.000 200 N/A N/A 98,82 99,03 87,08 N/A N/A
perindustrian, perdagangan,
koperasi dan tenaga kerja
Peningkatan pelaksanaan
pelayanan perizinan dan non
perizinan pertaniarn, 0 0 98'838 73 1500'8 120'905(?0‘ 0 0 96'288 71'51583 85'8700‘8 N/A N/A | 9736 | 9728 71 N/A N/A
peternakan, perikanan, ) : :
perhubungan dan pariwisata
Peningkatan pelaksanaan
pelayanan perizinan dan non 116.35 | 101.800. | 139.575. 116.32 | 100.81 | 91.375.4
perizinan lingkungan hidup, 0 0 0.000 000 000 0 0 3.300 6.495 00 N/A N/A 99,98 99,03 65,47 N/A N/A
pendidikan dan kesehatan
Peningkatan pelaksanaan
pelayanan perizinan dan non
perizinan cipta karya, tata 0 0 1;5988 102‘205006 1 13'305(?0' 0 0 124488 97%(1)(1) 97'9800‘8 N/A N/A 93,9 95,07 86,44 N/A N/A
ruang, perumahan dan : : ’
kawasan pemukiman
Peningkatan pelaksanaan

. 154.87 | 113.57 154.22 | 113.57
pelayanan perizinan 6.600 0.075 0 0 0 7 887 0.074 0 0 0 99,58 100 N/A N/A N/A N/A N/A
perdagangan dan reklame
Survey indeks kepuasan 55.000 | 27.724 51.459 | 27.724
masyarakat (IKM) 000 ‘925 0 0 0 ‘266 ‘995 0 0 0 93,56 100 N/A N/A N/A N/A N/A
Peningkatan kualitas
pelayanan perizinan pertanian, 121.87 | 81.497 113.33 | 81.225
perhubungan, pariwisata, 3.400 225 0 0 0 6.400 .625 0 0 0 93 99,67 N/A N/A N/A N/A N/A
SIUJK dan K3
Peningkatan pelaksanaan
pelayanan perizinan 108.50 | 87.029 96.127 | 87.029
pendidikan, kesehatan dan 0.000 489 0 0 0 .750 489 0 0 0 88,6 100 N/A N/A N/A N/A N/A
perikanan
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Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata - rata
Uead Anggaran pada Tahun ke - Realisasi pada Tahun ke - Tahun ke - Pertumbuhan
raian
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggar Realisasi
2015 | 2016 | 2017 | 2018 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 an catisas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Peningkatan pelaksanaan
pelayanan perizinan IMB,
: 207.15 140.44 205.61 140.44
HQ/UUG, pembuanggn limbah 0.000 8.991 0 0 0 2.650 8.991 0 0 0 99,26 100 N/A N/A N/A N/A N/A
cair dan tempat penyimpanan
sementara limbah
Pengembangan perizinan 60.000 | 11.728 59.180 | 11.603
berbasis GIS .000 925 0 0 0 .000 .925 0 0 0 98,63 98,93 N/A N/A N/A N/A N/A
Program perencanaan 10.00 980.0 19.66 8.322.5 15.468. | 9.999. 980.0 17.69 | 7.542. 14.921. o o
pembangunan daerah 0.000 00 5.000 00 000 800 00 9.000 500 000 100 100 20 90,6 5 B2l SRR
Penyusunan rencana strategis 9.960. 10.000.0 8.959. 9.715.00
(Renstra) SKPD 0 0 000 0 00 0 0 000 0 o N/A N/A | 89,95 N/A | 97,15 N/A N/A
Sistem informasi perencanaan
. : > 10.000 | 980.00 9.705. | 8.322.50 | 5.468.00 9.999. | 980.00 8.740. 7.542. | 5.206.00
monitoring, evaluasi 000 0 000 0 0 200 0 000 500 0 100 100 90,06 90,63 95,21 -14,01% -15,06%
pembangunan
Program pembinaan dan
pengembangan kelembagaan, 76.70 43.825. 60.679. 67.42 42.92 60.046.
ketatalaksanaan dan aparatur ° o 7.000 000 000 o 0 1.069 5.935 200 N/A N/A 87,9 o8 29 N/A N/A
pemerintah daerah
Peningkatan kualitas 6.990. | 5.775.00 | 32.729.0 6.490. 5.775. | 32.579.0
pelayanan publik 0 0 000 0 00 0 0 000 000 00 N/A N/A 92,85 100 99,54 N/A N/A
Penyusunan survey kepuasan 54.850 | 30.810.0 | 27.950.0 46.948 | 29.910 | 27.467.2
masyarakat (SKM) 0 0 .000 00 00 0 0 .069 935 00 N/A N/A 85,59 97,08 98,27 N/A N/A
Penyusunan standar pelayanan 0 0 5'703056 0 0 0 0 5'306096 0 0 N/A N/A 93,62 N/A N/A N/A N/A
Penyusunan Database E- 3.976. | 3.620.00 3.908. 3.620.
Formas 0 0 000 o 0 0 0 000 500 0 N/A N/A | 98,29 100 N/A N/A N/A
Penyusunan Standar 5.156. | 3.620.00 4.706. 3.620.
Kompetensi Jabatan (SKJ) 0 0 000 0 0 0 0 000 000 0 N/A N/A 91,27 100 N/A N/A N/A
Program peningkatan 292.0 263.2 196.3 278.2 256.6 191.5 251.1
promosi dan kerjasama 00.00 72.50 60.00 s N It 88.74 36.40 71.80 96.74 444.212 95,3 97,5 97,6 97,6 98,4 11,51% 12,40%
G q .000 .000 312
investasi [0) 0 0 5 9 9 4
Penyelenggaraan pameran 122.80 | 180.13 | 114.57 | 76.900.0 | 241.530. | 117.98 | 175.09 | 111.26 | 75.092 | 238.229.
investasi 0.000 | 1.000 | 0.000 00 000 | 6.838 | 9.909 [ 9.800 | 500 261 | 9608 [ 97,211 97,121 97,65 | 98,63 [ 18,42% 19,20%
Koordinasi perencanaan dan
75.000 | 25.234 | 25.000 | 110.120. | 83.200.0 | 68.215 | 24.654 | 23.512 | 105.73 | 79.448.0 o o
rpf;lcigaelmbangan penanaman 000 200 1000 000 00 507 700 009 4.044 51 90,95 97,7 94,05 96,02 95,49 2,63% 3,88%
Peningkatan kegiatan
pemantauan, pembinaan dan 94.200 | 57.906 | 56.790 | 70.370.0 | 126.710. | 92.086 | 56.881 | 56.790 | 70.370 | 126.535.
pengawasan pelaksanaan .000 .800 .000 00 000 .700 .800 .000 .000 000 97,76 98,23 100 100 99,86 7,69% 8,27%
penanaman modal




Foncana fb‘mt‘e/«/& / /@/{&‘f/‘d/
Dinas Penananan Modal Dan Pe%zfawr ﬁﬁ/ﬁa/« Satu Fitu /fa/aya@»r Aubu /@fa / DEMFTS, P/ Takan 2079 - 2024

1 2) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program peningkatan iklim 222.5 112.9 209.0 107.8 162.1
investasi dan realisasi 00.00 [ 40:66 | o500 | 172:370 | 52.525. | ,g%7, | 4031 | o540 | gggo | S51-150: 93,9 99,1 95,4 94,1 97,4 | -30,30% -29,67%
q q 0.000 .000 000 1.703 000
investasi o o} 5 o o
Pengembangan SPIPISE dan 50.000 | 40.660 | 48.000 | 97.370.0 | 52.525.0 | 39.948 | 40.311 | 48.000 | 95.758 51.150.0 o o
Informasi potensi daerah .000 .000 .000 00 00 725 .703 .000 .300 00 79,9 99,14 100 98,34 97,38 1,24% 6,37%
Fasilitasi dan Koordinasi
kerjasama bidang penanaman 0 0 64.995 | 75.000.0 0 0 0 59.825 | 66.430 0 N/A N/A 92,05 88,57 N/A N/A N/A
.000 00 .000 .000
modal
Penyusunan cetak biru (master 172.50 169.07
plan) pengembangan 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 98,01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
penanaman modal ' :
3.107. 2.165. 2.380. 2.945. 2.114. 2.296. 2.271.
Jumlah 490.0 | 853.8 | 0000 [ %3221 27749 | i35 | 5233 | 770.0 [ 207.2 | %3992 | o048 | o76| 965 978 | 936| -2,79% -3,10%
00 75 00 . : 11 57 88 85 :
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2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya terdapat beberapa

tantangan yang muncul, yaitu:

1.

Kebutuhan masyarakat Kabupaten Kubu Raya akan proses perizinan
dan nonperizinan serta investasi.

Sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan
perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang masih belum memadai.
Singkronisasi dan harmonisasi arah dan kebijakan penanaman modal
dan pelayanan perizinan dan kelembagaan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga terjadi tumpang tindih
akibat dari banyaknya jenis peraturan perundang-undangan yang
dikeluarkan oleh berbagai Kementrian/Lembaga.

Pelimpahan seluruh kewenangan di Bidang perizinan kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang masih
menjadi masalah yang belum selesai.

Luasnya wilayah jangkauan pelayanan

Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya juga merupakan
kendala yang mempunyai konsekuensi terhadap penambahan
aparatur pemerintah yang harus diimbangi dengan kemampuan teknis
yang memadai yang bisa didapatkan dari adanya
pendidikan /pelatihan.

Belum maksimalnya pembinaan/pengawasan/penertiban yang
dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan Tupoksinya masing -
masing terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin, sehingga hal
ini berdampak terhadap banyaknya masyarakat/pelaku usaha untuk
cenderung tidak memiliki izin dan hal ini juga berimbas terhadap
kurangnya penerimaan di sektor Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Kubu Raya.

Sedangkan peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan pelayanan

adalah sebagai berikut :

1.

Letak geografis Kabupaten Kubu Raya yang sangat strategis karena

berbatasan langsung dengan Kota Pontianak sehingga dapat



10.

11.

12.

Koncana St trategrs / Konstra /
Divas Penanaman Modal Dan P@Z’}%Mfw 72%//@@ Satu Finta /(d/thfm Aubu Faya / DIMPTSE / Tahun 2079 - 2024

mempercepat pembangunan di kabupaten Kubu Raya secara
signifikan.

Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam
maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum
dikembangkan secara optimal.

Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin
pesat sehingga membuka peluang bagi Dinas Penaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya untuk lebih
mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan
dan nonperizinan agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam
mengurus perizinan dengan lebih mudah dan cepat.

Potensi Usaha yang cukup beragam

Minat Investor cukup optimis untuk menanamkan modalnya di
Kabupaten Kubu Raya.

Minat Berusaha Masyarakat semakin meningkat

Minat Investor untuk berinvestasi sangat tinggi

Melalui teknologi informasi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya dapat
memperkenalkan kepada masyarakat/pelaku usaha adanya
pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kubu Raya yang melayani penanaman modal serta
perizinan dan nonperizinan, untuk saat ini melalui Website Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Email, SMS Gateway, Aplikasi Perizinan Terpadu, dan akan terus
dikembangkan sesuai kemampuan dan kemajuan teknologi.
Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilalui melalui proses
rekrutmen yang tepat, pengembangan kapasitas melalui pendidikan
dan pelatihan, penerapan penghargaan dan sanksi.

Adanya koordinasi dengan Tim Teknis/Instansi terkait untuk
peningkatan pembinaan/pengawasan dan penertiban terhadap
masyarakat/pelaku usaha yang belum mengurus perizinan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Peningkatan  kualitas pelayanan secara bertahap dengan
membangunan aplikasi untuk pelayanan perizinan online yang dapat
diakses secara langsung melalui internet, handphone dan media
lainnya.

Percepatan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
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3.1

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten

Kubu Raya sebagai berikut :

1.

® N o o

Integrasi program/kegiatan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota
masih belum optimal.

Kurangnnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti
kepemilikan perizinan dan nonperizinan.

Belum tertatanya dan terdokumentasinya arsip perizinan dan
nonperizinan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kabupaten Kubu Raya yang komprehensif dan aman.

Belum efektifnya peran Tim Teknis dalam proses pelayanan perizinan
dan nonperizinan.

Masih belum optimalnya data peluang investasi.

Promosi penanaman modal belum optimal.

Pelayanan perizinan terpadu penanaman modal belum optimal.

Pengendalian penanaman modal belum optimal.

Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3.2.1 Visi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan dalam rangka guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada secara sustainable. Perencanaan
pembangunan diselaraskan dengan visi daerah. Visi merupakan arah
pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai
dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus
menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis
yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan
visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
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Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Visi
adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan. Dengan adanya Visi, maka segala sumber
(resources) dapat dipergunakan secara terarah atau berpegang pada
prinsip efisiensi, efektivitas dan keberlangsungan hidup/berwawasan
kelestarian lingkungan (sustainable) guna mewujudkan kondisi akhir
yang diinginkan bersama melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh
karena itu, Visi pembangunan suatu daerah berfungsi sebagai :
1. Arah bagi semua kebijakan pembangunan;
2. Tujuan dan sasaran akhir yang akan dicapai dalam kebijakan
pembangunan;
Acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan;
Sarana untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan pembangunan.

Penentuan isi pembangunan dan strategi pencapaiannya
adalah sangat penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan
dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu dalam rangka
menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka Visi
pembangunan Kabupaten Kubu Raya yang ingin diwujudkan pada

periode 2019-2024 adalah :

TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA,
BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS

Dalam Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kubu Raya
yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”
terkandung 7 (tujuh) kata kunci. Penjabaran ketujuh kata kunci
tersebut adalah :

1. Terwujud; adalah kondisi yang diinginkan atau direalisasikan
oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan
mengoptimalisasikan kemampuan serta mengaktualisasikan
peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan.

2. Kabupaten Kubu Raya; adalah sebagai suatu kesatuan
masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya

dalam sistem pemerintahan di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
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3. Bahagia; adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap
optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu

Raya terhadap :

a. Peningkatan derajat kesehatan
b. Peningkatan derajat pendidikan
c. Pekerjaan yang memadai
d. Pendapatan rumah tangga yang memadai
e. Ketersediaan waktu luang
f. Keharmonisan hubungan sosial
g. Kondisi rumah dan hunian yang layak
h. Lingkungan hidup yang berkualitas
i. Keamanan yang kondusif
4. Bermartabat; adalah kondisi yang menggambarkan

meningkatnya harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang

ditandai adanya :

a. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan
pokok (sandang, pangan, dan papan)

b. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan
pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan,
penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran,
dan peningkatan kualitas lingkungan hidup

c. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal

d. Peningkatan kemandirian Sumber Daya Manusia, Aparatur
Sipil Negara, serta pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

e. Jaminan keadilan yang meliputi :

1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan
latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan.

2) Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan
perkotaan dengan pedesaan dan pedesaan dengan
pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan
(need assessment).

3) Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar
pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan
merata oleh segala lapisan masyarakat.

5. Terdepan; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten

Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata
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kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good and clean

governance), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas
masyarakat.

6. Berkualitas; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten
Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik
di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang
ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan
maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM
yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta
adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan.

7. Religius; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu
Raya yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia
dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam
kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan
ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, serta
nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan
yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkokoh
sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara

keseimbangan perilaku yang berbudaya.

3.2.2 Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 bahwa Misi adalah upaya yang dilakukan untuk
mewujudkan Visi, artinya Misi merupakan penjabaran dari visi dan
disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang
akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi
merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan
upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk
memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan
yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk
mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor
lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi
serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam

pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau



langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan

visi. Berdasarkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang

Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius”

ditetapkan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai

berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
(Good and Clean Governance)

Tata pemerintahan yang berpegang pada prinsip-prinsip
tertib, profesional, akuntabel, terbuka, efektif, efisien, supremasi
hukum, dan demokratis akan mengantarkan pada Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada satu sisi Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan menjamin kelancaran,
keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Di sisi lain, Tata
Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan membuka ruang
partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, guna mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa memerlukan proses,
komitmen, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dari
aparatur pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara
profesional dan bertanggung jawab. Setiap aparatur pemerintahan
harus dapat melaksanakan peran